ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum dari
Memorandum of Understanding (MoU) dalam konteks perjanjian kerja sama bisnis
menurut hukum perdata di Indonesia, serta menilai pertimbangan hukum hakim
dalam kasus wanprestasi yang berlandaskan MoU sebagaimana tercermin dalam
Putusan Nomor:419/PDT.G/2012/PN.DPS. MoU selama ini sering dianggap
sebagai dokumen pendahuluan yang tidak mengikat, namun dalam praktiknya
sering dijadikan dasar dalam hubungan hukum antara para pihak. Permasalahan
timbul ketika terjadi wanprestasi, sehingga dibutuhkan analisis terhadap kekuatan
mengikat MoU secara yuridis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.
Sumber data diperoleh dari studi pustaka, dokumen peraturan perundang-undangan,
serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif
dengan pendekatan sistematis dan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa MoU dapat memiliki kekuatan hukum mengikat apabila memenuhi syarat
sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, serta tidak
bertentangan dengan Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata. Dalam hal ini, MoU
tidak hanya bersifat moral, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum
seperti gugatan wanprestasi. Dalam Putusan Nomor:419/PDT.G/2012/PN.DPS,
hakim menilai bahwa isi dari MoU telah memenuhi unsur perjanjian dan dapat
dijadikan dasar untuk menilai adanya wanprestasi. Pertimbangan hukum tersebut
mencerminkan pengakuan terhadap kekuatan kontraktual MoU, khususnya jika
substansinya telah menunjukkan kesepakatan final para pihak. Dengan demikian,
penelitian ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menyusun MoU, serta
perlunya kepastian hukum mengenai kedudukannya dalam praktik hukum bisnis di
Indonesia.
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